GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan
meningkatkan  kinerja serta  akuntabilitas
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu
menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah, dan Unit Kkerja
mandiri;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 perlu ditetapkan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah,
Perangkat Daerah, dan Unit kerja mandiri sebagai
dasar mengukur keberhasilan pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
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Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Rl Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014/Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undangan Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6803);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telh diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007
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Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/
2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama,;

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun
2005-2025 {Berita Daerah Provinsi Papua tahun
2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023- 2026.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan;

Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan Kkinerja pada instansi Pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
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10.

11.

12.

13.

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang selanjutnya
disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
Jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi
dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah;

mengukur kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan
untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;dan
memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik.
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Pasal 3

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah untuk :

penyusunan perencanaan jangka menengah;

penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

penyusunan dokumen penetapan kinerja;

pengukuran kinerja;

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi pemerintah;dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan.

m Mo Ao TP

Pasal 4

(1) IKU terdiri dari:

a. IKU Pemerintah Daerah;dan
b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran [, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

(4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(5) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4},
tercantum dalam lampiran II, yang mnerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

2

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

(1) Penyusunan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus selaras antar tingkatan
unit organisasi.

(2) Dalam Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melibatkan pemangku kepentingan.

(3} Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memuat indikator hasil
(outcome]).

(4} Dalam penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan perangkat daerah sesuai tugas dan
fungsi, serta peran lainnya;

b.kebutuhan...8




(9)

(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)

(S)

(6)

b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

c. kebutuhan data statistik pemerintah;dan

d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.

Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus

memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai,

yakni antara lain:

spesifik;

dapat dicapai;

relevan;

menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;dan

. dapat dikuantifikasikan dan diukur.

Sela.ln sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan IKU harus

menggunakan prinsip ketelitian, kecermatan dan transparansi guna

menghasilkan informasi kinerja yang handal.

IKU yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat

(4), ayat (5), dan ayat (6), dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut

untuk perbaikan.

o oo o

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas
pelaksanaan IKU.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

Pengawasan atas pelaksanaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka evaluasi.

Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan ayat (3), dilakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk
pengintegrasian IKU kedalam sistem;

perencanaan;

penganggaran;

monitoring dan evaluasi capaian program,;

pelaporan;dan

pertanggungjawaban program dan kegiatan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf e,
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah.

© R0 o
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 16 januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD
MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
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